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MENIMBANG Do Neba Persturan Daerahi No. 1U-61957 tanggal
' Janzan 1937 tentang Jdzin Mendinkan Bangunan
wdeh tGak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi
perkembungan pembangunan Jdi Wilayah Kabupa-
i=n Daerah Tingkat 1l Boger. maka oleh karcna-
n»a perlu segera diganti,

k. Buhwa untuk memenuiti maksud  tersebut  pada
punt 2 diatas perlu adanya ketentuan yang dituang-
hatt dan ditetapkan dalam Peraturan Dacrah.

MENGINGAT 1. Undung-Undang No. 14 Tahun 1950, tentang Pem-
bentuhan Kabupaten Bogor.
- A Undang-undang Pembentukan Kota (S.V.0. 1949

Undane-Undang No, § Tahun 1974, tentang Pokok-
Pokal Pemerintahan di Daerah,

4, Undane vodang No, 12 Dret, Tahun 1957, tentang
Peratiras L mum  Retribusi Daerah,  Joo Undung-

'llﬂ(lﬂ"f Nt Tahun 1961,



§.  Peraturan Lingkungan dan Jenis Bangunun (KTV,
1941).

6.  Peraturin Pembentukan Kota (S.V.V. 194y),

7. Penctapan Presiden No. 13 Tahun 1963, tentang
Penertiban Bangunan diantara batas Bogor-Jukarta-
Bogor-Cianjur.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun
1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWA-
KILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I

BOGOR.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mecncabut berlakunya Peraturan Daerah Tingkat Il Bo-
gor No. 1/U-6/1957 tentang Idzin Mendirikan Bangunan,
dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Tingkat 1l
Bogor, tentang ldzin Mendinkan Bangunan.

BAB L
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

a. Daerah . ialah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor.
b. Pemecrintah Daerah . ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkai
[I Bogor.

c. Buparti ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 Bogor.

d. Dinas Pekerjaan Umum : ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tingkat Daerah Il Bagor.

e. Idzin Mendirikan

Bangunan (I.M.B.) . ialah Idzin yang diberikan oleh Rupati untuk

Mendirikan Bangunan.



l

B.

Js

Permohonan Idzin Mondi-
nkan Bangunan (PIMB)

Mendinkan Bangunan

Garis sempadan/Rooilijn
Rumah tinggal

Rumah semi permanent

iulah Permehionan yang diajukan oleh sese-
orang atau  Budan Hukum untuk mendapai-
kan ldzin Mendinikan Bangunan.

ialah pelaksanauan pekerjaan dalam hal ;

Mendirikan Bangunan baru, baik sebagian
maupun seluruhnya.

Merombak atau memperbaiki atau memu-
gar bangunan lama baik scbagian maupun
seluruhnya.

Pemagaran baru atau perbaikan pagar la-
ma dengan menggunakan bahan bangun-
an, kecuali pagar hidup.

Membangun peralatan untuk parkir atau
lapangan tenis atau lapangan basket dan
lain-lainnya yang sejenis.

Membangun teras tidak beratap atau tem-
pat pencucian dan lain-lain yang sejenis.
Membangun pondasi mesin dan lain-lain
vang sejenis.

Membangun tembok penyanggah tanah dan
lain-lain yang sejenis.

Membangun instalasi untuk pompa bahan
bahan bakar atau artene atau pengolahan
penyediaan air atau pembuangan air In-
dustri dan lain-lain yang sejenis.
Membangun atau memperbaiki jalan dan
atau jembatan baik sebagian maupun se-
luruhnya dan lain-lain yang sejenis.

ialah garis batas untuk mendirikan bangunan
dari jalur jalan dan atau sungai.

ialah bangunan yang diperuntukan tinggal
sendir] secara menetap dan terus menerus.

ialah bangunan rumah yang dibuat dan ba-
han sederhana dan tidak tahan lama.
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BAB IL
PENOENAAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Setiap* mendirikan bangunan harus mempunyai idzin mendirikan bangun-
an dari Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjuan Umum.

Idzin Mendirikan Bangunan dapat diberikan kepada perorangan atau Ba-
dan Hukum yang akan mendirikan bangunan sctelan diteliti dan meme-
nuhi persvaratan menurut Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

ldzin Mendirikan Bangunan tidak dipsriukan lagi bagi pelaksanaan pekerjaan
sebagai berikut :

al

Segala sesuatu yang termasuk pemeiiharaan biasa atau bangunan, seperti

memplester, mengapur, mengeter, mengecat atau menempel dengan Kkertas.

Perbaikan kecil atau pembaharuan atas bangunan termasuk memperbaiki-
tembok vang retak, perbaikan atau pembongkaran lantai dengan tidak

menambah tingginya lantai itu, perbaikan bagian jendela dan pintu, pagar,

atap (genteng) termasuk reng dsngan tidak morubair susunannva. perbaik-

an langit-langit, brumbung {got; dan tembok dinding dengan tiduk meru-
bah bentuknya.

Perbaikan kecil atas bangunan, seperti pemindahan atau membuat lubang
hawa vang besarnya tidak lcbih dari 25 Cm, sorondoy (afdak), markis di-
perbuat dengan siku-siku vang besarnya tidak lebih dari 60 Cm dari din-
ding rumah dan tidak melampaui garis sempadan/Reoiljn.

Membuat pasangan batu atau batu tcgel sccara scderhana diatas permu-
kaan tanah.

Membuat tembok yang tingginya tidak lcbi dari 25 Cm diatas permukaan
tanah dan tidak merupakan penahianan scbugiun atau seluruhnya dari su-
atu bangunan.

Mendirikan bangunan dari bahan-bahan yany bersifat sementara atau te-
tarap yang didirikan paling lama |4 huri.

BAB I,
PEMBERIAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN




Pasal 4

Pengurusan penelitian dan pengeluaran idzin mendirikan bangunan dipertanggung
jawabkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang bertindak untuk dan
atas nama Bupati.

Pasal 5§

Petugas luar selaku pengawas bangunan di daerah dibantu oleh Camat dan
Kepala Desa setempat, khususnya dalam bidang penertiban idzin meadirikan
bangunan dan pengamanan garis sempadan serta pelaksanaan pembongkaran
bangunan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ke-
tentuan yang berhubungan dengan pendirian bangunan.

BAB IV.
TATA CARA PEMBERIAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 6

(1). Untuk mendapatkan Idzin mendirikan bangunan pemohon harus mem-
persiapkan / melaksanakan kelengkapan -persyaratan permohonan Idzin
Mendirikan Bangunan masing-masing tiga lembar dan khusus bagi bang-
unan di jalur proyek puncak 6 (enam) lembar terdiri dan :

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati, dalam hal ini
Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

2.  Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pekerjaan Um-

um untuk ketfrangan tentang :

- alamat pemohon.

- perencana dan pelaksana bangunan.

- letak pekarangan dimana bangunan yang akan didinkan atau
telah berdiri, jenis bangunan serta permanensi bangunan yang
dimaksud.

Surat Kuasa apabila pemohon bukan pemilik bangunan.

Salinan/foto Copy Surat bukti Hak atas tanah,

Gambar bestek Bangunan lipatan ukuran folio,

Pcta keadaan/situasi,

Tanda lunas pembayaran IPD baik eksten maupun inten.

Gambar rencana,

Gambar persfektif atau maket.
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10.  Surat persetujuan tanah yang dapat diperoleh dari Sub. Dircktorat
Agraria Kabupaten Dt. II Bogor, tentang status pemohon atas pe-
karangan dimana akan didirikan atau telah berdirinya bangunan.

11. Formulir Permohonan rekomendasi Idzin Bangunan (FPRIB) khu-
sus bagi bangunan di jalur Proyek Puncak.

12. Rekomendasi Gubernur Khusus bagi bangunan jalur Proyek Puncak.
2). Untuk jenis bangunan tertentu yang dianggap oleh Bupati c¢q. Kepala

Dinas Pekerjaan Umum, selain harus melengkapi persyaratan tersebut

pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus memenuhi pula persyaratan se-
bagai berikut :

Gambar dan perhitungan konstruksi.

1.

2. Hasil penyelidikan tanah.

3. Gambar detail.

4, Surat BKPM (Badan Koordinasi Penanaman. Modal).

5. Surat BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah).

A. Uraian tentang biaya membangun.

7. Gambar dan perhitungan instalasi serta perlengkapan bangunan.

8. Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan ( SIPP) bagi calon pelaksana;

kontraktor.
Y. Idzin Prinsip.

Pasal 7

“:ngajuan permohonan idzin mendirikan Bangunan (PIMB) :

i.  en:dhon (Perseorangan/Instansi Pemerintah/Swasta) mengajukan berkas
per:.ohonan idzin mendirikan bangunan (PIMB) ke Dinas Pekerjaan
Umaum,

r & “c..2s PIMB diterima untuk diperiksa Kkelengkapan persyaratannya dan

. .da pemohon diberikan tanda penerimaan sementara.

3, . -as PIMB ynng belum lengkap persyaratannva dan kepada pemohon
A+ :itahukan tentang kekurangannya,

4. D.-.as PIMB yang lengkap persyaratannva diterima, dengan dikeluar-
kannya tanda penerimaan resmi kepada pemohon,

5.  Diterimanya berkas PIMB tidak berarti bahwa permohonan ldzin teluh
dikabulkan.



Pasal 8

penyelesaian permohonan idzin Mendirikan Bang'nan :

1.

Selanjutnya Bagian Sempadan Dinas Pekerjaan Umum kepada Petugas
Luar menugaskan untuk mengadakan pemeriksaan setempat apakah ke-
adaan dilapangan sesuai dengan keadaan yang tercantum dalam berkas
PIMB yang diajukan pemohon.

Setelah Petugas luar membuat laporan pemeriksaan lapangan, berdasar-
kan laporan tersecbut PIMB diolah oleh bagian Sempadan.

PIMB untuk bangunan sederhana atau perusahaan biasa yang memenuhi
persyaratan pembangunan yang pada prinsipnya dapat dikabulkan, maka
atas permintaan pemohon dapat dikeivarkan idzin pendahuluan, yaitu
ldzin untuk memulai pekerjaan membangun mendahului dikeluarkannya
IMB; PIMB. untuk bangunan-bangunan tertentu yang memenuhi persya-
ratan membangun dan pada prinsipnya dapat dikabulkan, tapi memeriu-
kan penilaian khusus terhadap persyaratan konstruksi, arsitektur dan In-
stalasi serta kelengkapan bangunan dapat diberikan idzin pendahuluan
untuk melaksanakan pekerjaan persiapan, yaitu : pemageran, buwkeet
dan sebagainya.

a. Untuk mengeluarkan Idzin pendahuluan kepada pemohon dikenakan
sebagian dari vang pungutan, yaitu biaya pengawasan.
Pembayaran tersebut diperhitungkan pada saat pembayaran pungut-
an sehubungan dengan dikeluarkannya IMB.

b. Untuk pengeluaran surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pem-—
bangunan yaitu perbaikan. bangunan lama yang tidak merubah ben-
tuk dan ukuran, pembangunan baru untuk pembangunan kecil ( ru-
mah jaga dan lainnya yang sejenis ) dikenakan uang pungutan biaya
sempadan dan biaya pengawasan.

Pasal 9

Suatu permohonan idzin Mendirikan dapat ditolak, dalam hal-hal sebagai ber-
ikut : '

Apabila rencana pekerjaan pendirian, perbaikan dan perubahan/periuasan
bangunan bertentangan dengan peraturan ini atau beberapa peraturan
yang ada hubungannya,



(1).

(2).

(3).

Pemberian idzin akan bertentangan dengan kepzntingan umum atau ha-
jat hidup orang banyak, termasuk konservasi keindahan alam.

Permohonan Idzin melanggar hak pihak ketiga.

Bangunan-bangunan yang dimohonkan idzinnya akan menyalahi regional
atau rencana kota Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor, atau konsepsi
tata ruang regional atau Kota, ataupun tidaik memenuhi ketentuan per-

syaratan tekhnis menurut peraturan daerah ini dan peraturan pelaksa-
naannya.

Pembcrian Idzin akan bertentangan dengan rasa Ethis keagamaan terma-

suk didalamnya bertentangan dengan letak dan kegunaan-kegunaan yang
dimohonkan idzinnya.

Pasal 10

Permohonan idzin bangunan-bangunan adalah batal demi hukum bila-
mana :

a. Yang berkepentingan meninggal dunia sebelum permohonan diputus-
kan.

b. Keterangan yang diperlukan untuk permohonan idzin bangunan-
bangunan sebagai dimaksud pasal 4 tidak dilengkapi oleh pemohon
sebagaimana mestinva, sctelah pemohon dipanggil 3 kali dalam jang-
ka waktu masing-masing 7 hari untuk memberikan penjelasan tidak
pernah memberikannya,

c. Bilamana kcterangan-keterangan yang diberikan olch pemohon ada-
lah tidak benar.

d. Ternyatz permohonan tersebut menyangkut.suatu sengketa perdata/
pidana,

[dzin Mendirikan Bangunan yang batal, oleh sebab tersebut dalam ayat

(1) hurul a, dapat digjuhan kembali oleh ahli waris yang syah dari sipe-
mohon.

Idzin Mendirikan Bangunan yang batal oleh sebab tersebut dalam ayat (1)
huruf b,c,d dapat diajukan kembali setelah pemohon dapat memenuhi
kewajibannya dan atau menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab ba-
talnya permohonan idzin mendirikan yang diajukan.



BAB V.

BIAYA [IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 11

Setiap pemberian idzjn mendirikan bangunan dikenakan uang pungutan untuk
biaya sempadan, biaya teras, biaya jalan masuk, biaya pagar, biaya penga-
wasan dan biaya pengawasan konstruksi bangunan, serta biaya pendaftaran
yvang harus dibayar atau dilunasi oleh pemohon sebelum yang bersangkutac
menerima surat idzin mendirikan bangunan.

Pasal 12

Ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Dae-
rah ini, tidak dikenaRan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk mendirikan :

Bangunan yang sifatnya sosial.

b. Bangunan rumazh tinggal semi permanen dengan luas maksimar 60 meter
persegl.
c. Bangunan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, baik
pusat. maupun Daerah, kecuali biaya pengawasan dan biaya pendaftaran.
Pasal 13

(1). Besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap pemberian idzin mendiri-
kan bangunan akan diperinci dalam surat Pemberitahuan ( Surat Perin-
tah Setor ) kepada pemohon dan diatur lebih lanjut dalam pasal 14 Per-
aturan Daerah ini.

(2). Penyctoran biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pa-
da Bendahara/Kas Sempadan yung selanjutnya disetorkan ke Kas Dae-
rah.

Pasal 14

Besarnya biaya sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Feraturan Daerah
ini, ditentukan sebagai berikut :

X a. Untuk Rumah Tinggal

Biaya Sempadan : 1% % luas bangunan X tarip = Rp. P
Biaya Teras N b " - X tarip = Rp. Q
Biaya Jalan Masuk N b A " X tarip = Rp. R
Biaya Pagar _ b X " X tarip = Rp. S

JUMLAH = Rp. P-Q+R+S
9.



Biaya Pengawasan 100, 2 Rp. P+«Q R4S = Rp. X
Biaya Pendafaran . 6% 2 Rp.P I Q+R4S = Rp, Y
Biaya pemeriksaan

Konstruksi angunan : 1% » Rp. P4 Q4+ R+S = Rp. Z

Diaya LM.B. = Rp. P+Q4+R4S4X4Y42Z
b. Untuk Perusahaan :

Biaya Sempadan : 2%, # luas bangunan X tarip = Rp. P
Biaya Teras i %N " X tarip = Rp. Q
Biaya Jalan Masuk Sy A " % tarip = Rp. R
Biaya Pagar r 25X - X tarip = Rp. §
JUMLAH = Rp. P+Q+R+S
Biaya Pengawasan : 10% +» Rp. P+ Q+R+S = Rp. X
Biaya Pendaftaran : 60, x Rp. P+Q+R+S =Rp. Y
Biaya Pemeriksaan _ '
Konstruksi 1% «# Rp.P+Q+R+S =Rp. Z
JUMLAH = Rp. P+Q+R+S4+X+Y 2
c. Untuk Bunzalow :
Biava Sempadan i, 2% X luas bangunan X tarip = Rp. P
Biaya Teras i--dts ¥ x-tarip = Rp. Q
Biaya Jalan Masuk -4 o xtarip = Rp. R
Biaya Pagar S o A . % tarip = Rp. §
JUMLAH = Rp. P+Q+R+S
Biaya Pengawasan :10% % Rp. P+Q+R +S = Rp. X
Biaya Dalftar : 6% X Rp.P+Q+R+S =Rp. Y
Biaya Pemeriksaan
Konstruksi c 1% X Rp. P+Q+R+S = Rp. Z
JUMLAH = Rp. P+Q+R+S+X+Y+2Z
d. Untuk Bangunan Bertingkat
I. Perumahan Rumah Tinggal
a. Lantaj bawah : sama dengan.biaya I. a
b. Setiap lanrai atas : 2 x biaya lantai bawah setclah di-

Kurangi biaya jalan dan biaya pa-
gar.



2. Perusahaan

a. Lantai bawah : sama dengan biaya I. b.

b. Setiap lantai atas i T biaya lantai bawah setelah di-
kurangi biaya jalan dan biaya pa-
gar.

II. Untuk Bangunan perbaikan dikenakan biaya 1.M.B. 50% dari seluruh
biaya mendirikan bangunan.

Pasal 15

Besarnya tarip yang dikenakan untuk mendapatkan Idzin Mendirikan Bang-
unan, ditetapkan menurut daftar lampiran | Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Perubahan besarnya biaya Idzin Mendirikan Bangunan (IMB), ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwa—
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BAB VI
PENCABUTAN DAN PERALIHAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 17

(1). Pencabutan suatu [.M.B. jika :

a. Ternyata penetapan keputusan pemberi I.M.B. karena keterzngan/
lampiran (persyaratan) P.I.M.B. palsu/tidak benar dari yang diberi-
kan oleh pemohon dapat dicabut [.M.B. '

b. ILM.B. dicabut apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan pembangunan
menyimpang dari isi dan persyaratan vang tercantum dalam I[.M.B.
dan kectentuan lainnya yang berlaku,

¢. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak surat idzin bangunan dikeluar-
kan, masih belum dilakukan permulaan pekerjaan yang mengarah
pada penyelesaian keseluruhan bangunan-bangunan yang diberikan
idzin untuk dibangun, |

d. Dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi petunjuk pe-
rintah petugas luag Sempadan scbagai petugas pemeriksaan penga-
was lapangan I,M.B, dicabut,

11



e. L.M.B. dicabut apabila sesuatu |.M.B. digunakan tiduk sesuai deng-
an peruntukannya.

(2). Xeputusan untuk mencabut sesuatu [.M.B. ditetapkan setelah pemegang
Idzin Mendirikan Bangunan dipanggil dan didengar Keterangannya.

(3). Keputusan tentang pencabutan sesuatu 1.M.B. diberikan secara tertulis.
kepada pemegang [.M.B. disertai alasan-alasan pencabutan.

(4). L.M.B. yang telah dicabut dapat dimohon kembali kepada Bupati mela-
lui Kepaia Diras Pekerjaan Umum.

Pasal 18
Peralihan I.M.B. apabila :

1. Pemegang [.M.B. vang memindahkan hak atas tanahnya baik belum di-
mulai selesar maupun sudah selesai bangunannya, maka I.M.B. harus di-
balik nama menjadi atas nama pemegang hak vang baru dengan kewa-
jiban membayar bicya balik nama sebgsar 10°) dani biava I.M.B. yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

!J

Pemegang 1.M.B. meninggal dunia, maka [.M.B. dapat dibalik namakan
menjadi atas nama seseorang ahli wans yang svah dengan kewajiben
membayar biava leges.

BAB VIl

PENGUKURAN KONSTRUKSI DAN PELAKSANAAN
MENDIRIKAN ~ BANGUNAN

Pasal 1Y

Mendirikar bangunan sebelum dilaksanakian harus memenuhi persvaratan teh-
nik umum yang ditentukan oleh Perencana Sempuadan.

Pasal 20

(1). Perencana Sempadan dan Petugas luar Sempadan yang ditunjuk untuk
tugas itu harus mengadakan pemeriksaan pengukuran, dan pengawasan
pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyelesuian bangunan,

(2). Keterangan-keterangan mengenai hasil pemeriksaan oleh petugas terscbut
pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam salinan Surat ldzin Mendirikan
Bangunan vang diberikan kepada yang bersangkutan,



Pasal 21

Dalam pelaksanaan pcngui:uran harus diperhatikan :

a.  Ketentuan-ketentuan tentang garis sempadan/rooilijn.
b.  Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam tata kota.
Ketertiban dan keamanan serta keselamatan umum

Pasal 22

Syarat-syarat teknis mengenai konstruksi sampai kepada penyelesaian bangun-
an diatur lebih lanjut dalam daftar lampiran I[ Peraturan Daerah ini.

BAB VIII.
HAL-HAL YANG DILARANG
Pasal 23

Dilarang mendirikan bangunan bilamana :

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau persyaratan vang tercantum dalam
SIMB atau menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pem-

berian [.M.B.
BAB I[X.

S ANKSI

Pasal 24

Dengan pengecualian dari pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka bagi setiap
bangunan yang tidak mempunyai idzin mendirikan bangunan dapat dibongkar.

Pasal 25

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini  diancam
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara atau hu-
kuman denda setinggi-tingginya Rp, 50.000,- (lima puluh :hu rupizh).

BADBR X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

(1). Setiap bangunan yang ada dalam wilayah Daerah dan belum mempu-
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(2).

(3).

(1).

(2).

nyai 1.M.B. sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah
ini, diwajibkan untuk meminta Idzin Mendirikan Bangunan.

Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dj-

proses I.M.B. nya tetap diperlukan ketentuan menurut Peraturan sebe.
lumnya.

Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dalam
surat Keputusan Bupati.

BAB XL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
tekhnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam surat Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Oktober 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH

DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BOGOR
DAERAH TINGKAT Il BOGOR
Ketua.
ttd. ttd.
OPOK SOPANDJI H. AYIP RUGHBY
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Disyahkan olch Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Barat dengan

Surat Keputusannya;
Tanggal : 20 Nopember 1977
Nomor : S78/Hk. O11/SK/1977

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ted.

A. KUNAETFI

Diundangkan dalam I.embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Tanggal : 25 Nopember 1977
Nomor : 12 Sernn C

Sckretaris Wilayah/Daerah
Kabupaten Dacrah Tingkat I Bogor

ttd.

ACHMAD SOBANA S.H.
NIP. : 480025168
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